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MOTO

“Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik
pelindung”

(Qur’an Surat Ali Imran, 3: 173)

“Hiduplah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau
pengembara”

(Hadits Riwayat Bukhari No. 6416)
PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa
semesta alam, atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana
ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan
kusayangi:

Ayahnda dan Ibunda terkasih

sebagai tanda bakti, hormat dan pengabdian ananda yang tiada terhingga,
kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku Anang Saimuri dan Masitah,
yang telah melahirkanku ke dunia ini, merawatku dengan ketulusan tiada
bandingannya, menjagaku penuh dengan kehati-hatian serta mendidikku sedari
bayi hingga aku dewasa menjadi anak yang insyaallah saleh dan dapat berguna
bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak sedikitpun
dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini
menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami.
Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih
mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga
ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindungan Allah SWT.

Kakak-Kakak dan adikku tercinta serta tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakaknda tercinta Muhammad Rafi Alamsyah
dan Muhammad Ikhsan Hariadi, serta adikku tersayang Sulis Tia Safarina,
atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan
penulisan skripsi ini. Doa kalian sangat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak
yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.
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Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada ibu Diana Haiti atas bimbingan dan nasihatnya selama ini,
hingga dapat menyelesaikan skripsi pada waktunya sesuai dengan harapan dan
panutan kami semua.
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Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan oleh negara diatur pada Pasal 34 Ayat (3)
Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara bertanggung jawab atas
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang
layak.” berdasarkan pasal tersebut maka pelayanan kesehatan semestinya
didasarkan kepada standar kelayakan medis dan profesionalitas serta harus
memperhatikan kesusilaan dan ketertiban umum. Tujuan pelayanan kesehatan
adalah jelas untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,
tetapi sayangnya hal tersebut tidak diindahkan pada praktiknya di lapangan oleh
beberapa oknum dokter sebagai bagian dari penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan, yang justru melakukan tindak kekerasan seksual terhadap pasien
perempuan atau anggota keluarga dari pasien yang dokter tersebut layani sehingga
menyebabkan rusaknya kepercayaan publik terhadap mekanisme pengawasan
tenaga medis dalam fasilitas pelayanan kesehatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Bagaimana ketentuan hukum terkait
perbuatan pemerkosaan keluarga pasien yang dilakukan oleh dokter residen PAP
dalam hukum pidana serta untuk mengetahui, bagaimana pertanggungjawaban
pidana terkait perbuatan pemerkosaan keluarga pasien yang dilakukan oleh dokter
residen PAP.

Penelitian ini merupakan penelitian berjenis normatif, penelitian dilakukan dengan
studi kepustakaan, dengan langkah mengumpulkan bahan hukum yang disusun
secara sistematis dari primer, sekunder dan tersier untuk menjawab dari rumusan
masalah, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan
pendekatan perundang-undangan (statute approach).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Dalam hukum pidana perbuatan pemerkosaan keluarga pasien yang dilakukan
oleh dokter residen PAP, memenuhi beberapa pasal pada KUHP yakni Pasal
285 KUHP lama (Wetboek van Strafrecht) dan Pasal 473 Ayat (1) KUHP
baru. Sedangkan pasal yang secara spesifik mengatur perbuatan pemerkosaan
keluarga pasien dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk
melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul
yang dilakukan oleh dokter residen (tenaga medis) adalah Pasal 6 huruf c
juncto Pasal 15 Ayat (1) huruf b UU TPKS. Meskipun diatur pada beberapa
pasal dalam undang-undang, namun, dengan adanya penerapan asas lex
specialis derogat legi lex generalis yang menyatakan bahwa ketentuan yang
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lebih khusus mengesampingkan ketentuan yang lebih umum, dan asas
tersebut juga telah tertuang pada Pasal 63 Ayat (2) KUHP lama (Wetboek van
Strafrecht) sementara pada KUHP Baru terdapat pada Pasal 125 Ayat (2),
Namun, penerapan asas lex specialis derogat legi generali tersebut tidak
berarti ketentuan hukum umum dalam KUHP dikesampingkan sepenuhnya.
Dalam konteks kasus pemerkosaan keluarga pasien oleh dokter residen PAP,
mengingat UU TPKS tidak mengatur secara khusus mengenai perbuatan
'membuat pingsan atau tidak berdaya' sebagai unsur pemerkosaan, maka
penggunaan Pasal 285 KUHP tetap relevan dan bersifat pelengkap untuk
menjerat tindakan terdakwa yang tidak terjangkau oleh unsur-unsur dalam
UU TPKS. Sehingga ketentuan yang dijeratkan kepada pelaku dokter residen
PAP ialah Pasal 6 huruf ¢ juncto Pasal 15 Ayat (1) huruf b juncto Pasal 16
Ayat (1) UU TPKS dengan tetap menyertakan Pasal 285 KUHP lama
(Wetboek van Strafrecht) guna memuat unsur kekerasan atau upaya membuat
korban tidak berdaya yang dilakukan oleh pelaku dokter residen PAP.

2. Pertanggungjawaban hukum terkait perbuatan pemerkosaan keluarga pasien
oleh dokter residen PAP tidak hanya dibebankan kepada pelaku pemerkosaan
tetapi, pihak rumah sakit juga dimintai pertanggungjawabannya.
Tanggungjawab hukum bagi pelaku pemerkosaan dokter residen PAP yang
merupakan tenaga medis, melakukan tindak pidana perkosaan dengan
penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan
dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dikenai pertanggungjawaban
pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun, kemudian
ditambah 1/3 (satu per tiga), dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah), secara perdata pelaku dikenakan restitusi (ganti
kerugian) yang besarannya ditentukan oleh hakim dan juga sanksi etik
kedokteran. Sementara untuk pertanggungjawaban hukum rumah sakit
berdasarkan  penerapan  asas  vicarious liability  ditangguhkan
pertanggungjawaban secara perdata atas perbuatan yang dilakukan pihak lain
yang dalam lingkup pekerjaan masih berada di bawah tanggung jawabnya.
Rumah sakit dapat dikenai pertanggungjawaban pidana jika merupakan
pelaku tindak pidana, atau terlibat dalam suatu penyertaan tindak pidana
(deelneming) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP lama (Wetboek
van Strafrecht) yang bentuknya meliputi pelaku utama (pleger), turut serta
(medepleger), menyuruh melakukan (doen pleger), menganjurkan (uitlokker)
atau pembantu (medeplichtige).
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ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana dokter residen PAP
dalam kasus pemerkosaan keluarga pasien di Rumah Sakit Bandung, yang menjadi
perhatian penting adalah karena terdapat penyesatan menggerakkan korban untuk
melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan oleh pelaku dokter residen
PAP. Melalui penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus
dan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini mengkaji dasar hukum pidana
yang dapat dijeratkan kepada dokter residen PAP dan rumah sakit dalam kasus
pemerkosaan keluarga pasien. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum
pidana terkait perbuatan pemerkosaan keluarga pasien yang dilakukan oleh dokter
residen PAP, memenuhi beberapa pasal dalam KUHP yakni Pasal 285 KUHP lama
(Wetboek van Strafrecht) dan Pasal 473 Ayat (1) KUHP baru. Dalam konteks kasus
pemerkosaan keluarga pasien oleh dokter residen PAP, mengingat UU TPKS tidak
mengatur secara khusus mengenai perbuatan ‘membuat pingsan atau tidak berdaya’
sebagai unsur pemerkosaan, maka penggunaan Pasal 285 KUHP tetap relevan dan
bersifat pelengkap untuk menjerat tindakan Pelaku yang tidak terjangkau oleh
unsur-unsur dalam UU TPKS. Sehingga ketentuan yang dijeratkan kepada pelaku
dokter residen PAP ialah Pasal 6 huruf ¢ juncto Pasal 15 Ayat (1) huruf b juncto
Pasal 16 Ayat (1) UU TPKS dengan tetap menyertakan Pasal 285 KUHP lama
(Wetboek van Strafrecht) guna memuat unsur kekerasan atau upaya membuat
korban tidak berdaya yang dilakukan oleh pelaku dokter residen PAP.
Pertanggungjawaban hukum rumah sakit berdasarkan penerapan asas vicarious
liability ditangguhkan pertanggungjawaban secara perdata atas perbuatan yang
dilakukan pihak lain yang dalam lingkup pekerjaan masih berada di bawah
tanggung jawabnya, rumah sakit dapat dikenai pertanggungjawaban pidana jika
merupakan pelaku tindak pidana, atau terlibat dalam suatu penyertaan tindak pidana
(deelneming) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP lama (Wetboek van
Strafrecht).

Kata Kunci (keyword): Pertanggungjawaban pidana, Dokter residen, Pemerkosaan
Keluarga Pasien
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Terimakasih penulis kepada saudara/i yang penulis sayangi, yakni Abang-
Abang penulis Muhammad Rafi Alamsyah, S.P. dan Muhammad Ikhsan
Hariadi, S.IP., M.A.P serta Adik penulis yakni Sulis Tia Safarina yang
selalu memberikan dukungan serta doa kepada penulis;

Tidak lupa ucapan terimakasih untuk paman penulis yakni Bapak Asnan
yang juga turut andil melalui berbagai dukung-dukungan yang beliau
berikan;

Untuk sahabat karib penulis, Hermawan dan M. Akbar terimakasih untuk
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kemudian beranjak dari sini, sampai kedepannya.
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Undang-Undang Dasar
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) Staatsblad Tahun 1847
Nomor 23.
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